
SALINAN

BUPATI LAMONGAN 
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR : 188/ 12/KEP/413.013/2021

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN 
DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran 
pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021, serla 
guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (6) 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Kepala 
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 
2021 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- 
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 1 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2007 Nomor 10/E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 
Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2018 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);
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Menetapkan,
KESATU

KEDUA

KETIGA

17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2020 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Sdr. Drs. Hery Pranoto, NIP. 19620805 
198903 1 010, Pit. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai Kepala 
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) 
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 
Anggaran 2021.

Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud 
diktum KESATU, mempunyai tugas :
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan 

pengelolaan keuangan daerah;
b. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Perubahan 
APBD;

c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah 
(BUD);

d. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

e. melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan kuasa 
yang dilimpahkan oleh Bupati;

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawabnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD 
sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf c, 
berwenang :
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan 

APBD;
b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem 

penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
e. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian 

pinjaman atas nama pemerintah daerah;
g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan 

keuangan daerah;
h. menyajikan informasi keuangan daerah;
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i. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan 
serta penghapusan barang milik daerah;

j. menandatangani lembar konfirmasi transfer dan 
lembar realisasi transfer;

k. menandatangani perkiraan belanja operasi dan 
belanja modal bulanan;

l. menandatangani laporan posisi kas bulanan;
m. menandatangani laporan ringkasan realisasi APBD 

bulanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan 
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI LAMONGAN, 
ttd.

FADEL1

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten 
Lamongan;

4. Sdr. Kepala Kan tor Pelayanan
Perbendaharaan Negara di
Bojonegoro;

5. Sdr. Pejabat dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001


